
 
 

 
 

GUBERNUR BALI 
 

PERATURAN GUBERNUR BALI 

 
NOMOR 57 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG    
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA   

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 
GUBERNUR BALI, 

 

 

Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi Nomor B/1130/KSP.00/ 

70-76/02/2023 Hal: Area, Indikator, dan 
Subindikator Koordinasi Pencegahan Korupsi 

Daerah Tahun 2023 terdapat perluasan wajib lapor 
untuk staf khusus, ajudan, dan kepala desa; 

b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 41            

Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara sudah tidak sesuai dengan 
kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat 

ini, sehingga perlu diubah; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 

Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara  yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

 
 

 
 
 

 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia   

Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31            
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Negara 
Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19             

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas           
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Negara 

Republik Indonesia Nomor 6409);  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang 

Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6871); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 
tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan 

Penyelenggara Negara  (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3836); 

 
 



 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 6718); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80               
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia             

Tahun 2015 Nomor 2036)  sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157); 

11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara  (Berita Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 
Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan 
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara  

(Berita Negara  Republik Indonesia Tahun 2020      
Nomor 572); 

   

                       MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN   

ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41                           
TAHUN 2023 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN 
PENYELENGGARA NEGARA. 

 
Pasal I 

 

Ketentuan ayat (2) Pasal 4 Peraturan Gubernur Bali 
Nomor 41 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (Berita Daerah Provinsi Bali 

Tahun 2023 Nomor 41), diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

 

Pasal 4 
 

(1) Penyelenggara Negara merupakan Pejabat Wajib 
Lapor yang berkewajiban menyampaikan LHKPN 
kepada KPK. 

 
 
 

 
 

 



(2) Pejabat Wajib Lapor yang berkewajiban 

menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud          
pada ayat (1), terdiri dari: 
a. Gubernur; 

b. Wakil Gubernur; 
c. pejabat struktural eselon I dan eselon II; 

d. staf khusus; 
e. kelompok Ahli; 
f. pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna 

anggaran; 
g. pejabat fungsional auditor dan pejabat fungsional 

pengawas penyelenggara urusan pemerintah di 

Provinsi; 
h. pejabat fungsional pengadaan barang/jasa; 

i. bendahara pengeluaran dan bendahara 
penerimaan; 

j.  ajudan Gubernur dan ajudan Wakil Gubernur; 

dan 
k. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan 

KPK. 
 

Pasal II 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. 

 

PARAF KOORDINASI 

Asisten Pemerintahan 
dan Kesra 

 

Kepala Biro Hukum 
 

Inspektorat Daerah  
 

 

Ditetapkan di Bali 

pada tanggal 29 November 2023 
 

Pj. GUBERNUR BALI, 
 

ttd 

 
 

S. M. MAHENDRA JAYA 

 

Diundangkan di Bali 

pada tanggal 29 November 2023 
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 

 
 ttd 
 

 
DEWA MADE INDRA 

 
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 57 
 

 Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,  

 
 
 

 
Ida Bagus Gede Sudarsana  

NIP. 19691010 199703 1 012 
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